Menimbang

Mengngat

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : & Tahun 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
EADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASE],

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103

bk

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Desa, dipandang perlu adanya tindaklanjut
ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan
Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Pedoman
Pelaksaan Badan Permusyawaratan Desa, dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sudah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

10,

11,

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tehun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Telmis Peraturan di Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
teritang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomeor 1221});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tenitang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Menterd Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tenitang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Pergtiran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah
(Lemnbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Nomaor b);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2016 Nomeor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
gia= Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bekasi,

Pemerintah Daerzh adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
Bupati adalah Bupati Bekasi;
Camst adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di
 waayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperuleb:
kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangam
setegan urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan;
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
 wieyah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
intahan, kepentingan masyarakat setempat barda.aa{-k:m‘
- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

Badan Permusyawaratan Desa yang selanthn:.;ah disingkat BFD adﬂlai
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotany
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Bemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagail unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa;

‘Kepala Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang memimpin

penyelenggaraan Pemerintah Desa;

10 Pengisian Badan Permusyawaratan Desa adalah proses pengisian yang
dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung
stau musyawarah perwakilan untuk mengisi keanggotaan BPD;

intah Desa

1 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BFD untuk menyepakati hal
‘vang bersifat strategis;

12 Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi
2PD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa;

13 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya
disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian
pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran;

14 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama

satu periode anggaran,

s



BAB 11
KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Pengisian Anggota BPD

Pasal 2

{1} Anggota BPD merupakan walkil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya
dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung

atau musyawarah perwakilan.
(2| Penetapan jumlah anggota BEFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan jumiah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
{3) Jumlah sngsota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat :2}lditetapl-:an
dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak
9 (sembilan) orang.
|4 Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dusurn,
{5 Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditentukan sebagai berikut:
= Jumlah penduduk di atas 5.600 (lima ribu enam ratus) orang, maka
anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) crang;
b, Jumlah penduduk di atas 4.000 (empat ribu) s.d 5.600 (lima ribu enam
ratus) orang, maka anggota BFD berjumlah 7 (tujub) orang;
¢ Jumlah penduduk sd 4.000 [empat ribu) orang, maka anggota BFD
berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 3
Pengisian anggota BFD, dilakukan melalul :
. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan '
& Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota
‘BPD dari unsur wakil wilayah dusun,

12) Unsur wakil wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
masyarakat desa dari wilayah dusun.

(3) Wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lngxup
wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan
jumiah tertentu dalam keanggotaan BFD.

(4] Jumlah angzota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud
pada avat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan
jumlah penduduk.

Pasal 5

{1) Pr_engia:ian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu} orang
perempuan sebagai anggota BPD.

"



3 Waldl perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan
marga desa vang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki
&:‘n dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan

3 Bhan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. @&Sskukan oleh perempuan warga desa yang mermiliki hak pilih.

| Pasal 6

| Pemgisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)

EE——— oleh panitia dan panitia pembantu tiap-tiap Dusun yang

dengan Keputusan Kepala Desa.

h panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berju

& jsembilan) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang perangkat desa dan 6 (enam)
Fame Unsur masyarakart,

s pembantu tiap-tiap Dusun sebanyak 2 (dua) crang.

masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan wakil dari wilayah

e

E

Pasal 7

3a sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) melakukan
ingan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu

m) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bakal calon angeota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon

~ =nggota BPD.

e msian calon angeota BFD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

R
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Pasal 8

selem hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui
roses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1),
penitnia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota
| BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

‘Delam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui
W musyawarah perrakﬂ&n sebagaimana dimaksud dalam Pass._l 2
t (1], calon anggota BPD dipilih dalam proses DI!.l‘Ej"ﬂ.Wﬂ.l'H]"l perwakilan
sdeh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara
srbanyalk.

Pasal 9
Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa
paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan
2 Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7
ftujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk
giresmikan oleh Bupati.
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Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPD dalam
mengajukan pendaftaran adalah :

Warga Negara Republik Indonesia;
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
an dan memelihara keutuhan Negara Republik

mem
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah Iperta.ma
atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan jjazah asli;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atan sudah/pernah
menikah:

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, dan

bertempat tinggal di wilayah pemilihan;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan
dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan
Surat Keterangan dokter pemerintah dari RSUD;

tidak pernah menjabat sebagai anggota BFD selama 3 (uga] kall
masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut,

@hﬂgﬂ' bakal calon BPD dari unsur Pegawai Negeri Sipil atau

=

b.

Aparatur Sipil Negara, wajib melampirkan Surat Izin dari atasan
langsung dan Perangkat Daerah yang kewenangannya dalam
lingkup administrasi kepegawaian daerah.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon anggota BFD
dalam mengajukan pendaftaran adalah :

Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan ‘:’:ang Maha Esa yvang dibuat
diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Calon Anggota BPD;

Surat Pernvataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Megara Kesatuan Republik Indonesia dan Ehinneka_ Tunggal lka
dibuat diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Calon

Anggota BPD;

Surat Permyataan bersedia dicalonkan menjadi Calon Anggota BPD
diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Calon Anggota BPD;

FPhoto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang
telah mendapat pengesahan/legalisir dari Kepala Sekolah yang
bersangkutan atau Kkepala Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan
kKabupaten/Kota dan menunjukkan aslinya pada saat pendaftaran;

Photo copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir vang
sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

Fhoto copy Kartu Tanda Penduduk yvang sudah dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang;



g Surat Keterangan sedang tdak dicabut hak pilihnya berdasarkan
Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dan Pengadilan Neger;

h  Surat Keterangan tudak pernah dihukum karena melakukan tindalk
pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, dari Pengadilan Negeri;

i Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atas dasar hasil
pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan
dapat/tidak melaksanakan  fugas dan  kewajiban  sebaga
Calon Anggota BPD,

j. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter Pemerintah;

k  Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga)
kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

| Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCKJ;
f;i} Bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri menjadi Calon
_ Anggota BPD harus mendapatkan lzin tertulis dari pejabat Pembina
kepegawaian;
n. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Calon Anggota
BPD melampirkan Surat Permohonan izin Cuti dari kepala desa dan

apabila kepala desa tidak mengeluarkan izin cuti, maka izin cut
dikeluarkan oleh Camat;

o. lzin tertulis dari pejabat vang berwenang (bagi TNI/Poln, pegawai
BUMN)] sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

p. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Calon Anggota
BPD di atas materai cukup;

q. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;

Mengisi formulir pendaftaran dan memasukkan persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf r dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis

nama Calon.

Bagian Kedua
Peresmian Anggota BPD

- : Pasal 11

|1} Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama
30 {tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BFD
dari Kepala Desa.

12] Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mulai berlaku
sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

(3] Pengucapan sumpah janji anggota BFD dipandu oleh Bupati atau pejabat
vang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya
keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.



Pasal 12

11) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enamj tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah /janji.

I3 Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dipilih untuk
masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau
tadak secara berturut-turut.

Pasal 13

1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara
bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupatd atau
pejabat vang ditunjuk.

12} Susunan kata sumpah /janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban sava selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taar dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.
Pasal 14

1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan
agamanyva masing-masing;

121 Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
anggota BPD vang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah sayva bersumpah”;

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi
Tuhan saya berjanji® dan diakhiri dengan frasa “Semocga Tuhan

menolong saya’;
c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha"; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
13| Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah /janji.
3 L Pasal 15

Anggota BPD vang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 avat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten,

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 16
{1} Anggota BPD berhent karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan din; atau
c. diberhentikan.




‘Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufc,
;*tﬁl'

B tdak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa

keterangan apapun;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BFD;

- ndak melaksanakan kewajiban;
melanggar larangan sebagai anggota BPD;
melanggar sumpah /janji jabatan dan kode etik BPD;

dinvatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

& tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 {enam) kali berturut-turut

- tanpa alasan yang sah;

i Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan
2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau
penghapusan Desa;

; Sertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau

& ditetapkan sebagai calon Kepala Desa,

b,

LR

Pasal 17
Pemberhentan anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan
b=l musvawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.
Cemat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati
peling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
‘Supati menetapkan pemberhentian anggota BFD paling lama 30 (tiga
ﬂhi hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

Mpﬂ.ﬂ pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
“@wat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasgal 18

*Mta BFD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan
- s=bagai rtersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar,
@an/atau undak pidana terhadap keamanan negara.

f Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan
Enbagm pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan

hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
i3, pmpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD

pengganti antarwaktu.




Bagian Kelima
Pengisian Anggota BPFD Antarwaktu

Pasal 19

{1} Angeota BPD vang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD
nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

Dalam ha! calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana

= dimaksud pada avat (1} meninggal dunia, mengundurkanhdm atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon
anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 20

(1) Paling lama 7 (tujuh} hari sejak anggota BPD yang diberhentikan
antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan us.v:uian nama calon
pengganti anggota BPD yvang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

{2) Paling lama 7 (tujuh) harl sejak diten'map}ra usulan anggota BPD yang
diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
menyampaikan wusulan nama calon pengganti anggota BPD vang
diberhentikan kepada Bupati.

\3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD merjad: anggota EED
dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga pulub) bari sejak
disampaikannva usul penggantian anggota BFD dari Kepala Desa.

4] Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2] mulai berlaku
sejak pengambj'jan sumpahfjanji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat
vang ditunjuk.

{5] Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pacl:a ayat (3)
dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janj.

Pasal 21

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan
anggota BPD vang digantikannya.

{2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 [satu)
pertode.

Pasal 22

P ' : i ilaksanakan apabila sisa
i1] Penggantian antarwaktu anggota EF‘E_r tidak d i
masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2] Keanggotaan BFD sebagaimana dimaksud pada avat (1) kosong sampad
berakhirnva masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keenam
Larangan Anggota BFD
Pasal 23

Anggota BPD dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masvarakat Desg;



h-mmmmgmm.mm.mumm
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
rindakan yang akan dilakukannys,

menvalahgunakan wewernang,
melanggar sumpah /janji jabatan;
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

merangkap sebagal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-

pnOdangan;
g sebagai pelaksana proyek Desa;
h menjadi pengurus partai politik; dan/atau
. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

¥

. -

BAB III
KELEMBAGAAN BPD
Pasal 24
(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
a  pimpinan; dan
b. bidang.
|2} Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
'3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahann Desa dan pembinaan
kemasyarakatan, dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
I4} Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dipimpin oleh ketua bidang;
|51 Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 25

(1} Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BFPD, BPD
dapat mengusulkan mengangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi
BPD dengan status bukan sebagai perangkat desa.

(2] Sebelum pengangkatan tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BFD melakukan konsultas: kepada Camat.

(3] Persyaratan untuk diangkat sebagai tenaga staf administrasi adalah
sebagai berikut:

a. Pendidikan formal minimal SLTA;
b, Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun;
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2

3
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i)

2)

¢. Mampu mengoperasikan perangkat komputer minimal program microsoft
word dan excel.

Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2)
dan avat |3) mendapatkan tunjangan dan APBDesa.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tiap bulan,
dengan ketenituan besarannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
setelah persetujuan BPD.

Pasal 26

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat
BPD vang diadakan secara khusus.

Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud
pada avat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu
oleh anggota termuda.

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga] hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah /janji.

Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena
pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau
pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BFD.

Pasal 27

Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
vang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD,

Heputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAE IV
FUNGSI DAN TUGAS BFD

Bagian Kesartu
Fungsi BFD

Pasal 28

8FD mempunyai fungst:

a.

b

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian kedua
Tugas BPD

Pasal 29

BPD mempunyal tugas:

a
s/

menggall aspirasi masyarakat,
menampung asoirasi masyarakat;

12



menvalurkan aspirasi masyarakat;

menvelenggarakan musyawarah BFD;

menvelenggarakan musvawarah Desa;

membentuk panitia pemilthan Kepala Desa;

menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwakiu;

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa:

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya; dan

melaksanakan tugas lain vang diatur dalam ketentusn peraturan
perundang-undangan.

F

Bagian Ketiga
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 30
(1) BPD melakukan penggalian aspiras masyarakat.

) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok
masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan,

kelompok marjinal.

(3] Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah
BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

i4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat
maksud, tujuan, sasaran, wakru dan uraian kegiatan.

I5) Hasil penggalian aspirasi magvarakat Desa disampaikan dalam
musyawarah BFL.

Bagian Keempat
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 31

1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masvarakat dilakukan di
sekretariat BPD.

2] ﬁ:-ipiraai Imﬂﬂyara.kat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadmimstrasikan dan
disampaikan dalam musyawarah BFD.
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Bagian Kelima
Pengelolaan Aspirasi Masvarakat

Fasal 32

BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan
pETUMUSAN aspirasl.

‘nistrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

E::n'ﬂg:::rnﬁn pembidaﬁgan yvang meliputi bidang pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan  pemberdayaan
masyarakat Desa.
Peruymusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi mas:.-'a:rakat Desa
untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mma'ujuqkan tata
kelola penvelenggaraan pemerintahan vang baik dan kesejahteraan
masyarakat Desa.

Bagian Keenam
Penyvaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

BPD menvalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau
tulisan.

Penvaluran aspirasi masvarakat dalam bentuk lisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPFD
dalam musyawarah BFD yang dihadiri Kepala Desa.

Penvaluran aspirasi masyvarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam
rangka penvampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan
Peraturan Desa vang berasal dari usulan BPD.

Bagian Ketujuh
Penvelenggaraan Musvawarah BFD

Fasal 34

Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan
BFD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

Hal vang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti
musvawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa,
evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota
BPD.

BPD menvelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai
benkur;

a. musyvawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

b. musvawarah BFD dinvatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedilkit
2/3 {dua pertiga) dari jumlah anggota BPD,

¢, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna
mencapal mufakat;
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d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara;

e pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan
sah apabila disetujui oleh paling sedikit % (satu perdua) ditambah
1 [sam) dari jumlah anggota BFD yang hadir; dan

f  hasil musyvawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BFD dan
dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 33

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD vang difasilitasi oleh
Pemerintah Desa.

Musvawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur magyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

Hal vang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2] meliputi:
penataan Desa;

perencanaan Desa;

keria sama Desa;

rencana investasi yang masuk ke Desa;

pembentukan BUM Desa;

penambahan dan pelepasan Aset Diesa; dan

. kejadian luar biasa.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terdiri atas:
tokoh budaye;

tokoh agama;

tokoh masyarakart;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompol tani;

perwakilan kelompok nelayan;

g perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i, perwakilan kelompok pemerhat dan pelindungan anak; dan

i, perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4,
musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budava masyarakat, diantaranya lembaga kemasyarakatan
(RT, RW, Karang Taruna dan LPM).

Jenis, kriteria dan jumlah unsur masvarakat sebagaimana dimaksud pada
avat (4) diatur oleh Peraturan Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiavai damn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

e = 5 0, B oo

~lo po oo
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Bagian Kesembilan
Penvelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pengisian Anggota BPD
Pasal 36

{1} Musyawarah desa untuk pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia

Musvawarah Pengisian BPD.
12) Panita sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibentuk cleh Kepala Desa.
13) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditkuti oleh peserta yang

terdin dari
okoh budaya,
tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayarn,;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat tidak mampu.

e s anop

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
Londisi sosial budaya masvarakat, diantaranya lembaga kemasyarakatan
[RT, RW, Karang Taruna dan LFM].

Jenis, kriteria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
avat (4) diatur oleh Peraturan Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kesepuluh
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 37

BP0 membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan pamtia
_pemilihan Kepala Desa antarwakiu.

§2 Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dengan keputusan BPD.

ditetapkan

Pasal 38

1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri dar
perangkat Desa dan unsur masyarakat.

2 Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan
pembiayaan.
[ <] g?jxlxjitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungiawab kepada

4y Dlalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat
diberhentikan dengan keputusan BPD.

1=




Pasal 39

(1) Pamitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) melakukan
penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaltu.

12) Penvaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling
sedikit 2 ([dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

3 Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari
3 (tiga|, panitia melakukan seleksi tambahan dengan mer:ggunakan eriteria
memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan,
usia dan persvaratan lain yang ditetapkan Bupati.

‘4] Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dan 2 {I:iua]
orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 {tujuh) hari.

5 Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurgng dari
2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana d1mak5uq
pada avat (4], BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampal
dengan waktu yvang ditetapkan kemudian.

Bagian Kesebelas
Penvelenggaraan Musyvawarah Desa Khusus Untuk

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 40

1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Diesa antarwaktu.

3 Penvelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilabukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia
serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

3 Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih
sehapaimana dimaksud pada ayat (2] kepada panitia untuk disampaikan
kepada BPD.

Pasal 41

menvampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam
40 avat (3} kepada Bupati paling lama 7 [tujuh) har sejak diterimanya
hasil pemilihan Kepala Desa dan panitia pemilihan,

Bagian Kedua belas
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 42

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan
Desa vang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.

Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
avart (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD,

Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah
mternal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
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4 Pelaksansan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1) antars BPD dan Kepala Desa untuk pertama lali
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah
miernal BPD.

§ Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan
sroses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 43

Delam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BFD dan Hepalg
Des= tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mﬂnga:mbli
keputusan dengan disertal catatan permasalahan yang tidak disepakati.
Sapcangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertal catatan
permasalahan vang tidak disepakat paling lambat 7 (tujub) hari sejak
musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan
pembinaan.

Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dapat berbentuk:

2 penghentian pembahasan; atau

b pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan
rancangan Peraturan Desa.

Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] huruf b dapat dihadini Camat atau pejabat lain yang ditunjuk
Bupati.

Bagian Ketiga belas
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 44
BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
= perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b pelaksanaan kegiatan; dan
¢ pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3 Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
monitoring dan evaluasi.

Pasal 45

~ Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud
“dalam pasal 44 ayat | 1) menjadi bagian dari laporan kinerja BFD,

Bagian Keempat belas
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 46

{1} BPFD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
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i laporan sebagsimana dimaksud pada avat (1} merupakan evaluasi
mupkupn]nﬂcmmhmlfmm] tahun anggaran.

CRATIAS evaluasi sebagaimana dimaksud ayat {1) dilakukan
sarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan

] sasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
“gvat (1) meliputi

'+ Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;

‘Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi
‘Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesual peraturan
 perundang-undangan; dan

& Prestasi Kepala Desa.

= Pe KSANAaan evaluasi Sﬂbmaﬂa dimaksud pﬂdﬂ ayat 1l mErupakan
hl‘“ dari laporan kinerja BFD.

Pasal 47
D melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
LEPPD diterima.
dasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
D dapat:
& membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa,
meminta keterangan atau informasi,
menyatakan pendapat; dan
4  member masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
%elam hal Kepala Desa tdak memenuhi permintaan BPD sebagaimana
smaksud pada ayat (2] huruf b, BPFD tetap melanjutkan proses
velesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan lkinerja Kepala
.1 . 1 -
svaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari
Japoran kinerja BPD.

Bagian Kelima belas
Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan

Lembaga Desa Lainnya

Pasal 48

Jalam ranglka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
'hnaffmtah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan
‘®epada kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar
Eelembagaan Desa atau FKAKD,

i_!:rum sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri dari unsur

- Eetua/kepala kelembagaan Desa vang telah terbentuk.

» Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan
‘Eepala Desa,

'i'uga.s forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1] menyepakati dan

menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.
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BABWV
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BFD

Bagian kesatu
Hak BPD

Pasal 49

) berhak

meng=wasi dan  meminta  keterangan  Tentang penyelenggaraan
. Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
& pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

L tkan hiava operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
1 Pendapatan dan Belanja Desa.

- Bagian kedua
- Hak Anggota BPD
Pasal 50

eeota BPD berhak:
mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan/atau pendapat;
memilih dan dipilih; dan |
mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
san huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

in hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

memperoleh  pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan
seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.

rgaan dan Pemerintah, Pemenntah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
s Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yvang berprestasi.

Pasal 51

dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan
sebapaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) hurufe.

Panjs gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan
#kaanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

mangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
mt [E] merupakan tunjangan kedudukan /jabatan.

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat berupa
mangan kesehatan dan tunjangan kinerja.

miangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

yangan atas biaya premi BPJS dengan nilai disesuaikan nilai yang
pada tahun vang bersangkutan.

-
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ngan kesehatan sebagaimans dimaksud pada avat (4) dan avat (5)
mtukan sebagai berikur:
. Netua BPD memperoleh tunjangan sebesar premi BPJS untuk kelas I;

K- Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD memperoleh
tunmjangan sebesar premi BPJS untuk kelas IL

Pasal 52

nean kedudukan/jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud
Pasal 51 avar (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam
BFD.

ngan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dapat
=n dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

- jangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) bersumber dari
) Asli Desa.

mpangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan
entuan sebagail berikut:

-
BPFD telah menvampaikan Laporan kinerja BFD secara tertulis kepada

Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan

~ forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

; Laporan kinerja BPFD sebagaimana dimaksud pada huruf a,

disampaikan kepada kepada Bupati melalui Camat paling lambat

tanggal 30 April pada Tahun Anggaran berikutnya.

tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat {2)
oleh Bupati.

Pasal 53

mmbaavaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
: @ {3) huruf a, bersumber dari APEN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan
Pasal 54

_ kepada pimpinan dan anggota BFD sebagaimana dimalksud
- @alam Pasal 50 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi
‘gan kabupaten/kota dalam 2 (dua) kategori:

kategori pimpinan; dan
B kategon anggota,

2 Pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
~ berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

; Pasal 55
Regpota BPD wajib:

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Tka;



melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mendshulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan fatau golongan,

menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
menjaga norma dan ettka dalam hubungan kerja dengan lembaga
Pemenntah Desa dan lembaga desa lainnya; dan

. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyeleniggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Dess berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keemnpat
Laporan Kinerja BFD

Pasal 56

Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BFD
dalam 1 (satu] tahun anggaran.

0 Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
sistematika;

a dasar hukum,;

& pelaksanaan tugas; dan

€. penutup.

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaporkan
‘s=cara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampailcan lkepada
Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan,

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lama 4 (empat) bulan setelah selesal tahun anggaran.

Pasal 57

Laporan kinerja BFD yang disampaikan kepada Bupati mbagaim
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3] digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja
BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyvelenggaraan

Pemeriritahan Desa.

Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat [3) merupakan wujud
. _pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

_ Pasal 58

B0 berwenang:

mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
menvampalkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan
dan tertulis;

mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;

fan
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an pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

fayaan masyarakat Desa;
aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
snggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan vang baik;
gsun peraturan tata tertib BPD;
_ - 2n laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada
peat melalui Camat;
bewusun dan menvampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
eewrs terrulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAFB Desa;
' :-_ sia biava operasional BPD;

sgusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
saeta Kepala Desa; dan
. 2 kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
penvelenggaraan Pemerintahan Desa.

o 5e
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Bagian keenam

Pengawasan

Pasal 59
0 melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan

= - 'lcpala]jﬁ.a.

sning dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
-anaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan

Bagian Ketujuh
Pernvataan Pendapat

Pasal 60
3 menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan

se-nvataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
sulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas
slengparaan Pemerintahan Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan ‘melalui
sahasan dan pendalaman suatu objek penvelenggaraan Pemerintahan
Desa yang dilakukan dalam musyawarah BFD.

emurusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
i BPD.

Bagian Kedelapan
Biava Operasional

Pasal 61

Sisva operasional pengisian anggota BPD dan kegiatan BPD lainnya
Sebankan kepada APBDesa.

e b=




Biaya operasional sebagaimana dimsksud pada syat (1) digunakan untuk
gukungan pelaksanaan fungs: dan tugas BPD.

=% biava operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dengan
- komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BFD

Pasal 62
'BPD menvusun peraturan tata tertib BPD.

Beraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
| gan disepakati dalam musyawarah BPD.

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedilkit memualt:

keanggotaan dan kelembagaan BPD;

fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;

waktu musyawarah BPD;

pengaturan mengenal pimpinan musyawarah BPD;

tata cara musyawarah BPD;

tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
pembuatan berita acara musyawarah BFD.

Lt b L

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada
avat (3] huruf d meliputi:

& pelaksanaan jam musyawarah;

b rempat musyawarah;

¢ jenis musyawarah; dan

d daftar hadir anggota BFD.

S Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir

lengkap;

penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BFD berhalangan
hadir; L

perietapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua
berhalangan hadir; dan

penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan
bidang vang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD
antarwaktu.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
pada avat {3} huruf e meliputi:

& tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;

& konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;

¢ tata cara mengenai pengawasan kKinerja Kepala Desa; dan

£ tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:

aaA
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wwvampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan

an pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;

lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
sren  mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD
2 dimaksud pada ayat {3) huruf g meliputi:

§ penyusunan notulen rapat;

. penyusunan benta acara;
. format berita acara;

. ,mmlatangana.n berita acara; dan
H-ampamn berita acara.

BAB VIII
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

1 melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan
BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa di wilayahnya.

dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

¢ memiasilitasi dukungan kebijakan;
. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi

pelaksanaan kebijakan;

melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
fertentu; dan

~ memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD;

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 64
n pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

D Provinsi;
i Kabupaten;
™ iesa; dan
sber lain vang sah dan tidak mengikat,

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65

@ jenis buku administrasi BPFD dan laporan kinerja BPD tercantum
, mpiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati




Pasal 66

ggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi
Selurahan, penggabungan 2 [dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu} Desa,
emekaran atsu penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat darl

o
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Angeota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan
yfatau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah

ten.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

gi-hal vang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenal
s pelaksanaan pengisian BPD diatur dalam tata tertib Panitia.

oF

Pasal 68

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi
34 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan
wsyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinvatakan tidak

Pasal 69
an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3 mﬁgp grang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan
sati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal: 31 Januari 2018

BUPATI BEKASI,
TTD

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Deundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 31 Januari 2018
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